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Pengujian Frasa “Tionghoa” dalam KUHPerdata

Jakarta, 19 Desember 2018 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, pada Rabu (19/12), pukul 14.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan.
Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 96/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Jandi Mukianto.
Pemohon yang beretnis warga tionghoa menilai frasa “Tionghoa” dalam KUHPerdata merugikan hak
konstitusionalnya.

Pemohon menyatakan bahwa frasa “Tionghoa” pada KUHPerdata membatasi fungsi serta tujuan
penegakan hukum di Indonesia yang menganut asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Berkaitan dengan
pengertian tersebut, dalam sebuah kasus konkret ketika ingin membuat Surat Keterangan Waris, Pemohon harus
menghadap notaris. Sedangkan untuk etnis di luar Tionghoa, hanya perlu datang ke kelurahan dan mendapatkan
surat pengesahan. Untuk itu, Pemohon harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dalam hal ini, terlihat
adanya perlakuan berbeda antara etnis Tionghoa dengan yang di luar etnis Tionghoa.

Pemohon juga memandang dalam suatu undang-undang ketika dibentuk dan berlaku maka diharuskan
keberlakuannya secara universal dan tidak hanya kepada golongan tertentu. Namun, dalam KUHPerdata ini
masih terdapat frasa “Tionghoa”. Sehingga Pemohon menegaskan frasa “Tionghoa” perlu dihapuskan karena
sudah tidak sesuai. Untuk itu, Pemohon memohonkan kepada Majelis untuk menyatakan setiap muatan bab,
pasal, ayat yang mengandung frasa “Tionghoa” dalam KUHPerdata tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, pada sidang Kamis (6/12) lalu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih
mempertanyakan usulan frasa pengganti terkait frasa “Tionghoa” yang ada pada KUHPerdata. Menurut Enny,
frasa tersebut tidak bermaksud untuk suatu yang diskriminatif karena merupakan unsur yang telah ada dalam
KUHPerdata untuk penggolongan penduduk. Selain itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan bahwa
Indonesia dibangun dari struktur yang beragam, baik budaya, etnis, adat, agama. Adapun prinsip diskriminasi
yang berlaku bagi MK berlaku bahwa yang berbeda harus diperlakukan berbeda dan yang sama tidak boleh
diperlakukan berbeda. Dengan demikian, menurut Arief, berkaitan dengan adanya kasus konkret yang dijabarkan
Pemohon yang menilai mendapatkan perlakuan berbeda dalam pengurusan hak waris dengan mengharuskan ke
notaris, dalam permohonan belum benar-benar jelas alasan diskriminasi yang dimaksud.
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